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Abstract. The aim of this research is to determine the current level of unemployment and poverty in Indonesia 
and the public policies that can be implemented as a solution to these problems. The method used is descriptive 
qualitative research which aims to provide an overview or explanation related to the problem formulation. The 
results of this research are (i) The Indonesian government can implement public policies that support the 
utilization of the potential of the agricultural sector and existing agricultural land to improve community welfare, 
create jobs and reduce unemployment rates as was implemented during the time of the Caliph Umat bin Abdul 
Aziz. (ii) The Indonesian government can implement public policies based on the principles of good zakat and 
tax governance that were implemented during the time of Caliph Umar bin Abdul Aziz. The implications of this 
research provide information regarding the comparison of unemployment rates and poverty rates in Indonesia 
with other countries in the world and also during the time of Caliph Umar bin Abdul Aziz. Therefore, the latest 
in this research is related to the relevance of public policy during the government of Caliph Umar bin Abdul Aziz 
in order to reduce unemployment and alleviate poverty with the current public policy of the Indonesian 
government. 
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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengangguran dan kemiskinan di Indonesia pada 
saat ini serta kebijakan publik yang dapat diterapkan sebagai solusi permasalahan tersebut. Metode yang 
digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan ntuk memberikan gambaran atau penjelasan yang 
terkait rumusan masalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah (i) Pemerintah Indonesia dapat 
mengimplementasikan kebijakan publik yang mendukung pemanfaatan potensi sektor pertanian dan lahan 
pertanian yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi 
angka pengangguran seperti yang diterapkan pada masa Khalifah Umat bin Abdul Aziz. (ii) Pemerintah Indonesia 
dapat mengimplementasikan kebijakan publik yang berbasis pada prinsip-prinsip tata kelola zakat dan pajak yang 
baik yang pernah diterapkan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Implikasi dari penelitian ini memberikan 
informasi berkaitan dengan perbandingan tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan di Indonesia dengan 
negara-negara lain di dunia dan juga pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oleh karenanya, keterbaruan pada 
penelitian ini berkaitan dengan relevansi kebijakan publik pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz 
dalam rangka mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan dengan kebijakan publik pemerintah 
Indonesia saat ini. 
Kata kunci: Kebijakan Publik, Pengangguran, Kelaparan, Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan 
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LATAR BELAKANG 

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, melampaui jumlah Muslim di negara-

negara Timur Tengah (Fasa et al., 2020; Muhtadi et al., 2023; Nugroho, 2023b, 2023a).  

Selanjutnya menurut Annur & Santika (2023) perbandingan jumlah Muslim di Indonesia 

dengan negara lain di dunia adalah sebagai berikut: 

Dalam: Juta Jiwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Annur & Santika (2023) 

Gambar 1. Sepuluh Negara di Dunia dengan Populasi Muslim Terbesar 

Merujuk pada gambar 1 di atas, maka dapat diuraikan bahwa dengan jumlah muslim sebesar 

240 juta jiwa menjadikan Indonesia negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. 

Hal tersebut menunjukkan Indonesia memiliki peran penting dalam pengembangan dan 

penerapan kehidupan beragama Islam dan juga tata kelola pemerintahan bagi negara-negara 

maupun masyarakat muslim dunia. Lebih lanjut, Indonesia juga merupakan salah satu negara 

dengan perkembangan industri keuangan syariah terbaik di dunia (Bilgies et al., 2023; Ridwan 

et al., 2023). Pada sisi lain pemerintah juga berkomitmen menjadikan Indonesia sebagai negara 

pusat ekonomi dan keuangan syariah di dunia pada tahun 2024. Namun demikian, pada sisi 

lain variabel-variabel kesejahteraan seperti pengangguran, dan kemiskinan di Indonesia masih 

perlu ditingkatkan dikarenakan masih tergolong rendah. Menurut Nugroho et al. (2017), tujuan 

dari ekonomi syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dimana indikator 

dari kemaslahatan adalah kesejahteraan masyarakat pada negara tersebut. 
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Berefleksi pada masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz sebagaimana yang dinyatakan oleh 

Rosyidi (2017) dan Harahap (2016) kesejahteraan penduduk Muslim di bawah 

pemerintahannya sudah sangat baik ditunjukkan dengan sulitnya pegawai pemerintahan dalam 

menyalurkan dana baitul mal dimana tidak ditemukan penerima sedekah hingga seseorang 

merasa kesulitan untuk menyalurkan sedekahnya. Selain itu, tidak ada lagi masyarakat yang 

memiliki hutang yang belum terbayar, dan kebutuhan dasar mereka tercukupi dengan baik  

(Sali, 2019).  

Berdasarkan fenomena tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 Bagaimana tingkat pengangguran di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju 

dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz.  

 Bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju 

dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz. 

Sementara itu, berdasarkan rumusan-rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

 Mengetahui tingkat pengangguran di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju 

dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz.  

 Mengetahui tingkat kemiskinan di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju 

dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz. 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka implikasi penelitian ini adalah 

memberikan informasi berkaitan dengan perbandingan tingkat pengangguran, dan tingkat 

kemisikinan di Indonesia dengan negara-negara lain di dunia dan juga pada masa Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu, keterbaruan pada penelitian ini berkaitan dengan 

relevansi kebijakan publik pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam rangka 

mengurangi pengangguran, dan mengentaskan kemiskinan dengan kebijakan publik 

pemerintah Indonesia saat ini. 
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KAJIAN TEORITIS 

Kabinet Indonesia Maju 

Kabinet Indonesia Maju adalah kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan 

Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kabinet ini dibentuk setelah Joko Widodo terpilih kembali 

sebagai Presiden Indonesia dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2019. 

Kabinet Indonesia Maju bertujuan untuk mengimplementasikan program-program 

pemerintahan yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo selama masa kampanye, serta untuk 

memajukan pembangunan dan reformasi di Indonesia selama masa pemerintahannya. 

Selanjutnya, tujuan utama dari pemerintahan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

melalui mengurangi pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan indeks 

pembangunan manusia, dan mengurangi angka kelaparan. Oleh karena itu menurut beberapa 

peneliti yaitu: Fardiansyah et al. (2022), Hasan et al. (2022), Labetubun et al. (2021), dan 

Octaviani et al. (2023), untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat, maka terdapat 

berbagai kebijakan dan program-program yang dapat dijalankan pemerintah, seperti: 

 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan untuk menciptakan lapangan kerja 

baru dan mengurangi tingkat pengangguran. 

 Menerapkan program-program sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, 

seperti bantuan sosial, beasiswa, atau program bantuan bagi keluarga miskin. 

 Meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan 

indeks pembangunan manusia. 

 Membuat program untuk mengatasi masalah kelaparan dengan meningkatkan akses 

masyarakat terhadap pangan yang cukup dan gizi yang baik. 

 Mendukung program-program yang meningkatkan keterampilan dan pelatihan untuk 

membantu masyarakat mencari pekerjaan atau memulai usaha sendiri. 

 Mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perdesaan untuk mengurangi kemiskinan di 

pedesaan dan mendukung ketahanan pangan. 

 Menerapkan kebijakan anti-korupsi untuk memastikan bahwa dana pemerintah digunakan 

secara efektif dan efisien 

Pengangguran 

Pengangguran adalah masalah sosial dan ekonomi yang kompleks, dan untuk 

menguranginya, pemerintah sering mengimplementasikan berbagai program dan kebijakan 
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yang mencakup pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja baru, dan dukungan kepada 

pencari kerja (Kiranti & Nugroho, 2022; Purwanti et al., 2022; Soeharjoto et al., 2022). 

Selanjutnya, merujuk pernyataan dari beberapa peneliti (Nataliani et al., 2023; Ryansyah & 

Tambunan, 2021; Siedule & Newton, 1980) pengangguran dapat merujuk kepada berbagai 

situasi di mana seseorang tidak sedang bekerja atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap 

sehingga jenis-jenis dari pengangguran adalah sebagai berikut: 

 Pengangguran terbuka: Ini adalah kondisi ketika seseorang yang mampu bekerja sedang 

aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil menemukan pekerjaan yang sesuai. 

 Pengangguran tersembunyi: Terkadang, ada orang yang sebenarnya ingin bekerja tetapi 

tidak secara aktif mencari pekerjaan karena berbagai alasan seperti ketidakmampuan untuk 

mengakses pasar tenaga kerja, kurangnya peluang, atau alasan lainnya. Mereka masih 

dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja yang menganggur. 

 Pengangguran Siklus: Ini terjadi ketika seseorang kehilangan pekerjaan mereka karena 

faktor-faktor ekonomi seperti resesi atau perubahan musiman dalam permintaan tenaga 

kerja. Mereka mungkin akan kembali bekerja saat kondisi ekonomi membaik. 

 Pengangguran Friksional: Ini adalah jenis pengangguran yang terjadi ketika individu baru 

saja lulus sekolah atau memutuskan untuk pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. 

Ini bisa menjadi pengangguran sementara saat mereka mencari pekerjaan yang sesuai 

dengan kualifikasi atau minat mereka. 

 Pengangguran Struktural: Terkadang ada ketidakcocokan antara kualifikasi dan 

keterampilan pekerjaan yang tersedia dengan kualifikasi dan keterampilan individu. Ini 

dapat mengakibatkan pengangguran jangka panjang karena mereka perlu meningkatkan 

keterampilan atau mengubah karir mereka. 

Kemiskinan 

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok tidak dapat 

mencapai standar hidup yang dianggap manusiawi. Lebih lanjut kemiskinan juga dapat 

mencakup berbagai aspek, termasuk kesulitan finansial, sulitnya akses terhadap pendidikan, 

dan sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai (Afiyana et al., 2019; Istan, 

2017; Metanfanuan et al., 2021; Parveen, 2009; Salsabilah et al., 2023). Oleh karena itu, 

kemiskinan bukan hanya berkaitan dengan masalah uang atau kekurangan sumber daya 

finansial. Kemiskinan ini juga dapat mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap 

peluang dan sumber daya, serta kesenjangan dalam hak-hak dasar seperti pendidikan dan 

perawatan kesehatan. Kemiskinan dapat menghambat perkembangan individu dan masyarakat 
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secara keseluruhan, serta memiliki dampak negatif pada kualitas hidup mereka (Cahyono, 

2014; Sany, 2019). Lebih lanjut, upaya untuk mengatasi kemiskinan biasanya melibatkan 

program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang dirancang untuk meningkatkan akses 

dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, kesadaran tentang masalah 

kemiskinan dan upaya untuk menguranginya juga merupakan bagian penting dari 

pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. 

Selanjutnya, pengentasan kemiskinan juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan 

memerlukan upaya yang komprehensif yang menurut peneliti terdahulu (Fritzen, 2002; 

Gyimah-Brempong, 2002; Nasution, 2014; Sari et al., 2022) meliputi hal-hal sebagai berikut: 

 Memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menguntungkan segmen tertentu 

dari masyarakat, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi bagi semua lapisan 

masyarakat. 

 Mengurangi kesenjangan kekayaan antara kelompok-kelompok yang berbeda., seperti 

penerapan pajak yang adil, peraturan tentang kepemilikan aset, dan program redistribusi. 

 Korupsi dapat menghambat pembangunan dan menciptakan ketidaksetaraan. Memerangi 

korupsi adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan 

dengan baik dan untuk kepentingan semua warga. 

Lebih lanjut, semua upaya di atas harus diimplementasikan secara bersamaan dalam konteks 

strategi pengentasan kemiskinan yang holistik. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai sektor, 

organisasi masyarakat sipil, dan lembaga internasional juga dapat memperkuat upaya 

mengatasi kemiskinan (Halimatusa’diyah, 2015; Ihwanudin et al., 2023; Kusnadi et al., 2022; 

Mustanir et al., 2023; Nuruddeen Muhammad, 2010). 

Kebijakan Publik 

Menurut beberapa peneliti (Head & Alford, 2015; Mossbenger & Wolman, 1998; 

Ramdhani & Ramdhani, 2017; Sururi, 2017), kebijakan publik berkaitan dengan hal-hal 

sebagai berikut:  

 Kebijakan publik adalah alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mencoba 

memecahkan masalah-masalah publik atau mengatasi isu-isu yang mempengaruhi 

masyarakat. Ini bisa berupa masalah seperti kemiskinan, pendidikan, perawatan kesehatan, 

lingkungan, dan lainnya. Pemerintah menggunakan sumber daya yang ada, termasuk 
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anggaran publik, regulasi, dan program-program sosial, untuk mencapai tujuan kebijakan 

tersebut. 

 Kebijakan publik seringkali dirancang dengan tujuan utama melindungi atau meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung atau rentan. Ini 

mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan ekonomi, akses terhadap layanan publik, hak 

asasi manusia, dan kesetaraan. 

 Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari identifikasi 

masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi. 

Proses ini bisa melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari tingkat lokal hingga 

tingkat nasional atau bahkan internasional, tergantung pada sifat masalahnya. 

 Kebijakan publik dapat digunakan untuk mengurangi ketidaksetaraan, mempromosikan 

kesetaraan hak dan peluang, dan mencapai tujuan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena 

itu, kebijakan publik sering kali dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap keadilan 

sosial. 

Dengan demikian, kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai 

pemangku kepentingan, pertimbangan etis, dan nilai-nilai masyarakat. Adapun tujuan utama 

dari kebijakan publik adalah menciptakan perubahan yang positif dalam masyarakat dengan 

memecahkan masalah-masalah yang ada dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. 

METODE PENELITIAN 

Metode pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang memiliki tujuan 

deskriptif (Oktris et al., 2022). Menurut Napitupulu et al. (2020), dan Nugroho et al. (2023) 

tujuan deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang terkait 

rumusan masalah pada penelitian ini yang meliputi: 

 Bagaimana tingkat pengangguran di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju 

dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz.  

 Bagaimana tingkat kemiskinan di Indonesia pada era Kabinet Indonesia Maju 

dibandingkan dengan negara-negara di dunia dan juga dengan kondisi pada masa Khalifah 

Umar bin Abdul Aziz. 

Lebih lanjut, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

penjelasan yang mendalam tentang fenomena yang diamati sehingga tidak terdapat hipotesis 

atau penjelasan terkait dengan hubungan sebab-akibat. Adapun fokus dari penelitian ini 
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berkaitan pada empat aspek utama: (i) pengangguran, dan (ii) kemiskinan, di Indonesia pada 

era kabinet Indonesia maju, dan membandingkannya dengan negara-negara di dunia serta 

kondisi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Metode penelitian kualitatif mencakup 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, analisis dokumen, maupun studi kasus 

terkait dengan empat yang aspek diteliti pada artikel ini.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tingkat Pengangguran 

 Kondisi pengangguran di Indonesia sejak terjadinya pandemi Covid-19  sampai dengan 

tahun 2022 cenderung mengalami peningkatan yang ditunjukkan pada gambar sebagai berikut: 

         Dalam Persentase (%) 

 

Sumber: BPS (2023) 

Gambar 2. Pengangguran Indonesia Periode 2018–2022 

Merujuk pada gambar 2 di atas, maka dapat diketahui bahwa sejak tahun 2018, persentase 

pengangguran di Indonesia memiliki trend peningkatan dimana pada tahun 2018 persentase 

pengangguran mencapai 5,3% dan pada tahun 2022 mencapai 5,86%. Lebih lanjut, tingkat 

pengangguran mencapai puncaknya selama lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 yaitu 

mencapai 7,07%. Dimana bertepatan dengan kondisi pandemi Covid-19. Pandemi COVID-19 

telah memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian global dan menyebabkan gangguan 

ekonomi yang serius di seluruh dunia dimana salah satu dampaknya adalah terjadinya 

pemutusan hubungan kerja yang bertujuan untuk mengatasi penurunan pendapatan dan 

menghemat biaya, beberapa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau 

5.3 5.23

7.07
6.49

5.86

2018 2019 2020 2021 2022
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pemangkasan tenaga kerja. Hal ini berdampak pada meningkatnya tingkat pengangguran di 

berbagai negara, termasuk di Indonesia. 

 Lebih lanjut, posisi tingkat pengangguran Indonesia dibandingkan dengan negara-

negara lain di dunia adalah sebagai berikut: 

 

Sumber: Annur & Ahdiat (2023)  

Gambar 3. Tingkat Pengangguran di Indonesia dan Negara-Negara ASEAN 

 

Berdasarkan data Trading Economy dan gambar 3 di atas, Indonesia adalah negara dengan 

tingkat pengangguran tertinggi kedua di Asia Tenggara tahun ini (Annur & Ahdiat, 2023). 

Tercatat, tingkat pengangguran di dalam negeri mencapai 5,45% pada Februari 2023. 

Sementara, Brunei Darussalam menjadi negara dengan tingkat pengangguran paling tinggi di 

Asia Tenggara, yakni mencapai 7,2%. Kemudian di urutan ketiga ada Timor Leste dengan 

tingkat pengangguran 4,9%, diikuti Filipina 4,5%, dan Malaysia 3,4%. Dengan demikian, 

tingkat pengangguran di Indonesia dibandingkan negara-negara di ASEAN relatif masih tinggi, 

oleh karenanya, pemerintah Indonesia harus dapat mencari solusi untuk mengurangi jumlah 

pengangguran di Indonesia.  

Pada sisi lain, pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, hampir tidak ada 

masyarakatnya yang menganggur dimana pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz 

mengatasi pengangguran melalui kebijakan revitalisasi dan pengembangan lahan pertanian 

yang tidak produktif. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan motivasi kepada rakyat 

untuk memperbaiki dan menghidupkan lahan pertanian yang mati, mendorong pertumbuhan 

pemukiman dan pertanian. Perhatiannya terhadap pertanian menjadi pemicu peningkatan 

kualitas hasil tanaman sehingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu sumber penghasilan 
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utama masyarakat pada masa itu. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjadikan 

tanah kharâj (tanah produktif) adalah milik umat Islam dan milik bersama ummat disertai 

pelarangan penjualan lahan garapan agar tidak ada penguasaan lahan, ditujukan untuk 

optimalisasi kebermanfaatan lahan tanah juga dimaksimalkan untuk membuka lapangan 

pekerjaan sehingga semua rakyatnya mendapatkan hak untuk mencari penghasilan (Damang et 

al., 2023; Wartoyo, 2019).  

Oleh karenanya, untuk mengatasi pengangguran dan mengembangkan sektor pertanian 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan merujuk pada kebijakan publik 

dari pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka pengelolaan lahan pertanian yang 

efisien dan inklusif dapat menjadi salah satu kunci untuk mengurangi pengangguran dan 

meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama di negara agraris seperti Indonesia melalui 

implementasi kebijakan-kebijakan publik sebagai berikut: 

 Revitalisasi lahan tidak produktif, pemerintah dapat mengidentifikasi lahan pertanian yang 

tidak produktif atau terbengkalai dan memberikan insentif kepada petani atau masyarakat 

lokal untuk menghidupkannya kembali. 

 Mengembangkan sektor pertanian, pemerintah harus memiliki kebijakan publik yang 

mendukung pertumbuhan sektor pertanian dengan memperbaiki kualitas hasil tanaman dan 

meningkatkan produktivitas dapat menjadi langkah penting dalam menciptakan lapangan 

kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Kebijakan-kebijakan publik tersebut dapat 

berkaitan dengan pelatihan petani, pemberian benih berkualitas, serta investasi dalam 

infrastruktur pertanian. 

 Menerapkan konsep pemilikan bersama atau pengelolaan bersama lahan pertanian, seperti 

yang diterapkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dapat memastikan bahwa manfaat dari 

pengelolaan lahan tersebar secara adil di masyarakat. Implementasi dari konsep pemilikan 

bersama dapat membantu mencegah akumulasi lahan oleh sejumlah kecil individu atau 

perusahaan.  

 Memastikan bahwa lahan pertanian tidak digunakan untuk tujuan spekulatif atau sekadar 

penguasaan lahan yang tidak produktif penting untuk menjaga ketersediaan lahan bagi 

masyarakat yang ingin mengembangkan pertanian. 

 Kebijakan yang berhasil dalam pengembangan sektor pertanian dan pengurangan 

pengangguran seringkali melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah, petani, dan 

masyarakat lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan dapat membantu mencapai hasil yang lebih baik. 
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Dengan demikian, melalui implementasi kebijakan-kebijakan publik di atas, maka pemerintah 

Indonesia dapat memanfaatkan potensi sektor pertanian dan lahan pertanian yang ada untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka 

pengangguran. 

Tingkat Kemiskinan 

 Tingkat kemiskinan di Indonesia dalam empat tahun terakhir cenderung mengalami 

peningkatan yang dilustrasikan pada gambar di bawah ini: 

 

Sumber: BPS (2023) 

Gambar 4. Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2018–2021 

Gambar 2 di atas menunjukkan indeks kemiskinan Indonesia pada 2018-2021. Data tersebut 

menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia selama periode tersebut terus 

meningkat, dengan jumlah pengangguran tertinggi sebanyak 27,5 juta jiwa atau setara dengan 

10,19% dari total penduduk pada tahun 2020.  

Sedangkan dalam regional Asia, tingkat kemiskinan di Indonesia pada 2021 berada di 

urutan ketujuh di bawah Thailand dan Sri Langka menurut data Multidimentional Poverty 

Index (MPI) di bawah ini: 
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Tabel 2. Multidimensional Poverty Index Tahun 2021 

No Negara Wilayah (%) 
1 Turkmenistan Asia Tengah 0.2 
2 Kyrgyzstan Asia Tengah 0.4 
3 Kazakhstan Asia Tengah 0.5 
4 Thailand Asia Tenggara 0.6 
5 Uzbekistan Asia Tengah 1.7 
6 Sri Lanka Asia Selatan 2.9 
7 Indonesia Asia Tenggara 3.6 

Sumber: United Nations Development Programme (2022) 

Multidimensional Poverty Index (MPI) adalah sebuah alat pengukuran yang digunakan 

untuk mengukur kemiskinan dengan cara yang lebih komprehensif daripada hanya mengukur 

berdasarkan pendapatan atau aspek tunggal lainnya. Dengan menggunakan MPI, tujuannya 

adalah untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kemiskinan dengan 

mempertimbangkan beberapa dimensi atau aspek kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, 

dan standar hidup (Duflo, 2018). Angka MPI yang lebih tinggi menunjukkan tingkat 

kemiskinan yang lebih tinggi, karena semakin banyak dimensi yang diperhitungkan dalam 

pengukuran tersebut. Oleh karena itu, merujuk pada tabel 2 di atas, maka tingkat kemiskinan 

di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN, yaitu Thailand. Dengan 

demikian, pemerintah Indonesia perlu melakukan optimalisasi  program-program atau usaha 

yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. 

 Pada sisi lain, menurut (Sadallah & Abdul-Jabbar, 2022; Salma & Rusyana, 2023) 

kebijakan publik dalam mengentaskan kemiskinan yang diterapkan pada masa Khalifah Umar 

bin Abdul Aziz sebagai salah satu pemimpin Muslim yang terkenal karena kebijakan-kebijakan 

sosial dan ekonomi pro-rakyatnya adalah sebagai berikut: 

 Salah satu langkah penting yang diambil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah 

membantu rakyat yang terlilit hutang dari dana Baitul Mal (kas negara). Kebijakan ini 

menunjukkan perhatiannya terhadap kondisi ekonomi rakyat yang kurang mampu dan 

upaya untuk mengurangi beban mereka. 

 Memberikan otonomi kepada daerah dalam pengelolaan zakat adalah langkah yang 

mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Kebijakan ini memungkinkan pengelolaan 

sumber daya lokal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat setempat. 
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 Ketika daerah menghadapi kekurangan dalam pendapatan dari zakat dan pajak, pemerintah 

pusat memberikan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ini adalah contoh 

kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mengentaskan kemiskinan. 

 Pengawasan distribusi zakat, pembagian zakat yang adil mencerminkan tingkat 

transparansi dan pengawasan yang baik dalam distribusi zakat. Hal ini penting untuk 

memastikan bahwa zakat benar-benar mencapai mereka yang membutuhkannya. 

Merujuk dari kebijakan publik dari pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Azis, maka 

kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu solusi bagi Indonesia yang memiliki 

populasi Muslim yang besar melalui upaya-upaya sebagai berikut: 

 Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat sipil 

untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Usaha optimalisasi pengelolaan zakat ini 

termasuk mengidentifikasi mustahiq (penerima zakat) yang berhak menerima bantuan dan 

pengalokasian zakat kepada mereka dengan efisien. 

 Seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, memberikan otonomi daerah 

dalam pengelolaan zakat dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih lokal 

dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. 

 Ketika daerah menghadapi kekurangan dana zakat atau pajak untuk membantu masyarakat 

miskin, pemerintah pusat dapat memberikan subsidi untuk memastikan bahwa 

kesejahteraan rakyat di seluruh negara tetap terjamin. 

 Selain membantu mereka yang sudah miskin, pemerintah juga dapat mengambil langkah-

langkah preventif untuk mencegah kemiskinan, seperti program pelatihan keterampilan, 

akses ke pendidikan yang lebih baik, dan insentif untuk menciptakan lapangan kerja. 

 Menjaga transparansi dalam pengelolaan dana zakat dan pajak serta memastikan bahwa 

dana tersebut digunakan untuk tujuan yang tepat. Pengawasan yang efektif oleh otoritas 

terkait dan masyarakat sipil dapat membantu menghindari penyalahgunaan dana. 

 Memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya zakat dan 

pajak dalam membantu sesama serta menjaga keadilan sosial adalah langkah penting. 

Kampanye pendidikan dan kesadaran publik dapat meningkatkan partisipasi dalam 

kontribusi zakat. 

Selanjutnya, dengan mengimplementasikan kebijakan publik yang berbasis pada prinsip-

prinsip tata kelola zakat dan pajak yang baik dan diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul 

Aziz, maka pemerintah Indonesia dapat lebih efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan 

dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. 
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KESIMPULAN  

Sesuai dengan hasil dan pembahasan di atas, maka pemerintah Indonesia dapat mengadopsi 

kebijakan pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang antara lain: 

 Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan publik yang mendukung 

pemanfaatan potensi sektor pertanian dan lahan pertanian yang ada untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka 

pengangguran seperti yang diterapkan pada masa Khalifah Umat bin Abdul Aziz. 

 Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan kebijakan publik yang berbasis pada 

prinsip-prinsip tata kelola zakat dan pajak yang baik yang pernah diterapkan pada masa 

Khalifah Umar bin Abdul Aziz. 
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